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Abstrak
Pajak  merupakan  salah  satu  kewajiban  yang  digunakan  untuk
menyejahterakan masyarkat melalui pemerataan pembangunan. Pajak terdiri dari
berbagai jenis salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh), setiap wajib pajak
memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Wajib pajak adalah
orang pribadi atau badan. Korporasi merupakan wajib pajak badan karena terdiri
dari sekumpulan orang dan modal. masuknya Korporasi sebagai subyek hukum
pidana  membuat  korporasi  memiliki  kemampuan  bertanggungjawab   secara
pidana.  Meskipun  masih  banyak  pertentangan  mengenai  masuknya  korporasi
sebagai subyek hukum namun hal ini dianggap urgent mengingat kejahatan terus
berkembang dan pelakunya tidak hanya terbatas pada individu melainkan bisa
dilakukan korporasi, karena sifat korporasi yang terorganisir sehingga sulit untuk
ditentukan siapa yang harus bertanggungjawab karena perbuatan yang dilakukan
untuk dan atas nama korporasi.
Modus kejahatan perpajakan yang dilakukan PT. Asian Agri Group ini pun
termasuk  kejahatan  yang  sangat  terorganisir  karena  melibatkan  banyak  pihak
dalam tatanan korporasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
analitis  yang  mendeskripsikan  tentang  tentang  pertanggungjawaban  pidana
korproasi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh organ korporasi untuk dan atas
nama korporasi, serta mengkaji putusan hakim yang menjatuhkan pidana diluar
dakwaan jaksa yang menjatuhkan denda pada korporasi. sebanyak dua (2) kali
jumlah pajak yang belum dibayarkan kepada PT. Asian Agri Group.
Putusan hakim ini menjadi sorotan karena dijatuhkan diluar dakwaan Jaksa
Penuntut Umum yang hanya “membidik” perorangan saja, hakim berpendapat
kerugian yang ditimbulkan tidak sebanding jika hanya menghukum organ dari
korprasi tersebut, oleh sebab itu putusan Hakim ini termasuk dalam asas “ultra
petita” dalam hukum pidana, yang mungkin putusan ini dapat menjadi rujukan
bagi kasus lain yang dirasa serupa.
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abstract
Tax is one of the obligations used to prosper the community through equitable
development, Taxes consist of various types of one of which is income tax, Each
taxpayer has an obligation to pay taxes to the state. A taxpayer is an individual or
a body. A corporation is a corporate taxpayer because it consists of a set of people
and capital. The entry of the Corporation as the subject of the criminal law makes
the corporation a criminally responsible capacity. Although there are still many
contradictions  about  the  entry  of  corporations  as  legal  subjects  but  this  is
considered urgent since crime continues to grow and the perpetrators are not only
limited to individuals but it can be done by corporations, Because the nature of the
corporation is organized so it is difficult to determine who should be responsible
for the acts committed for and on behalf of the corporation.
The mode of tax crime committed by PT. The Asian Agri Group also includes 
highly organized crime because it involves many parties in the corporate order. 
This research uses descriptive analytical method which describes about corporal 
criminal responsibility to crime committed by corporate organs for and on behalf 
of corporation, and examines judge decision which impose criminal punishment 
outside prosecutor's indictment that impose penalty on corporation. Two (2) times
the amount of unpaid taxes to PT. Asian Agri Group.
This judge's decision was in the spotlight because it was dropped outside the
prosecutor's indictment which only "targeted" the individual, the judge believes
the losses incurred are not comparable if only punish the organs of the corpration,
Therefore  the  Judge's  decision  is  included in  the  principle  of  "ultra  petita"  in
criminal  law,  that  this  verdict  may be a  reference to  other  similarly perceived
cases.
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